
Jadwal dan Bahan Koordinasi
PPID Utama dengan PPID
Pelaksana serta Instansi

Vertikal/BUMD

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang

PPID Utama



No Tanggal Nama OPD/Instansi Keterangan

1 2 Februari 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang PPID Pelaksana

2 17 februari 2022 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang PPID Pelaksana

3 10 Maret 2022 Desa Jerora Satu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang PPID Pelaksana

4 10 Maret 2022 Desa Baning Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang PPID Pelaksana

5 13 April 2022 Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang PPID Pelaksana

6 10 Mei 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang PPID Pelaksana

7 23 Mei 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang PPID Pelaksana

8 9 Juni 2022 KPU Kabupaten Sintang PPID Instansi Vertikal / 
BUMD

9 15 Juni 2022 Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Kabupaten Sintang

PPID Pelaksana

10 16 Juni 2022 PDAM Tirta Senentang Kabupaten Sintang PPID Instansi Vertikal / 
BUMD



STANDAR LAYANAN 
INFORMASI PUBLIK 

DI OPD (PPID 
Pelaksana) 



Sistem Layanan Informasi Publik
Di OPD (PPID Pelaksana) 

1.Regulasi 
2.Petugas (PPID)
3.Tempat 
4.SOP
5.Penyelenggaraan Layanan 



SK PPID Pelaksana
SK PPID 
Utama 

Kab.Sintan
g

SK PPID 
Pelaksana 
Kab.Sintan

g



Bagan Struktur Organisasi PPID Desa

Kepala OPD
(Atasan PPID 
Pelaksana)

Sekretaris OPD
(PPID 

Pelaksana)

Bidang Layanan 
Informasi

Bidang 
Dokumentasi 

dan Arsip

Bidang 
Penyelesaian 
Sengketa dan 

Aduan



Komponen Standar Layanan

1. Standar Pengumuman;
2. Standar Permintaan Informasi Publik;
3. Standar Pengajuan Keberatan;
4. Standar Penetapan dan Pemutakhiran 

Daftar
Informasi Publik;

5. Standar Pendokumentasian Informasi 
Publik;

6. Standar Maklumat Pelayanan; 
7. Standar Pengujian Konsekuensi;



Standar Pengumuman
• Pengumuman Informasi menggunakan bahasa 

Indonesia yang baik dan benar; mudah dipahami; dan 
mempertimbangkan penggunaan bahasa yang 
digunakan penduduk setempat.

• Pengumuman disebarluaskan melalui papan 
pengumuman, laman resmi (Website) PPID, media 
sosial PPID dan/atau Badan Publik; Portal Satu Data 
Indonesia; dan/atau Aplikasi berbasis teknologi 
informasi; 

• Pengumuman dan penyebarluasan Informasi Publik 
wajib memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang 
Disabilitas.

• Pengumuman dan penyebarluasan Informasi Publik
paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, 
dan/atau braille.



WEBSIDE PPID UTAMA KAB. SINTANG
ppid.sintang.go.id 



Standar Permintaan Informasi 
Publik

• Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan 
Permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik 
dan/atau melalui PPID.

• Pemohon Informasi Publik wajib melampirkan 
identitas pada saat mengajukan permintaan 
Informasi Publik kepada Badan Publik melalui 
PPID sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang- undangan.

• Pemohon Informasi Publik orang perorangan 
paling
sedikit melampirkan fotokopi kartu tanda 
penduduk atau surat keterangan 
kependudukan dari Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil setempat.



Formulir Permintaan Informasi 
Publik

1. nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah 
Permintaan Informasi Publik diregistrasi;

2. nama lengkap orang perorangan atau badan hukum atau 
kuasanya;

3. nomor induk kependudukan sesuai kartu tanda penduduk 
atau nomor surat keputusan pengesahan badan hukum dari 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

4. alamat;
5. nomor telepon/e-mail;
6. surat kuasa khusus dalam hal Permintaan Informasi Publik 

dikuasakan kepada pihak lain;
7. rincian Informasi yang diminta;
8. tujuan penggunaan Informasi;
9. cara memperoleh Informasi; 
10. cara mengirimkan Informasi.



Alur Permohonan Informasi

10 + 7 
Hari

Apabila tidak 
ada tanggapan, 

pemohon 
informasi 

dapat melapor 
kepada Komisi 

informasi



Meja Pelayanan Informasi

Pemohon 
Informasi

Formulir 
Informasi

Pamfle
t PPID

Keterang
an 

Pelayana
n 

Informasi



Pelayanan PPID Terhadap
Pemohon Informasi



Standar Penetapan dan 
Pemutakhiran Daftar Informasi 

Publik
• Mengimpun informasi publik
• Menyusun Daftar Informasi Publik 
• menyampaikan usulan Daftar Informasi Publik kepada 

PPID.
• PPID melakukan telaah dan klasifikasi terhadap 

usulan Daftar Informasi Publik
• PPID menetapkan Daftar Informasi Publik dalam 

bentuk Keputusan
• Penetapan Daftar Informasi Publik berdasarkan 

persetujuan
Atasan PPID.

• Daftar Informasi Publik dimutakhirkan paling singkat 
6 (enam) bulan sekali.



Informasi 
Publik 

Informasi 
Wajib 

disediakan dan 
diumumkan

Informasi 
yang 

dikecualikan

Informasi Publik Desa yang 
Wajib Disediakan dan 

Diumumkan Secara Berkala

Informasi Publik Desa yang 
Wajib Diumumkan Secara Serta 

Merta

Informasi Publik Desa yang 
Wajib Tersedia Setiap Saat

Informasi Publik Desa yang 
Wajib Disediakan dan 

Diumumkan Secara Berkala

Informasi Publik Desa yang 
Wajib Diumumkan Secara Serta 

Merta

Informasi Publik Desa yang 
Wajib Tersedia Setiap Saat

Informasi Publik Desa yang 
Wajib Disediakan dan 

Diumumkan Secara Berkala

Informasi Publik Desa yang 
Wajib Diumumkan Secara Serta 

Merta

UJI KONSEKUENSI 



Contoh DIP Secara Berkala



Contoh DIP Setiap Saat



Contoh DIP Serta Merta



Contoh Informasi Yang Dikecualikan



Standar Pendokumentasian 
Informasi Publik

• Seluruh Infomasi Publik yang termuat 
dalam
Daftar Informasi Publik disimpan dan 
didokumentasikan dalam bentuk dokumen 
digital (softcopy) dan dokumen nondigital 
(hardcopy) serta memenuhi kaidah 
Interoperabilitas Data.

• Pendokumentasian dalam bentuk 
dokumen
nondigital (hardcopy) tidak berlaku untuk 
Informasi Elektronik.



Standar Maklumat Pelayanan
• maklumat pelayanan merupakan 

pernyataan kesanggupan 
penyelenggara dalam melaksanakan 
pelayanan sesuai dengan ketentuan 
standar pelayanan yang baik

• Isi maklumat pelayanan yaitu
a. dasar hukum;
b. sistem, mekanisme, dan prosedur 
pelayanan;
c. jangka waktu penyelesaian;
d. biaya/tarif;
e. jaminan pelayanan yang 
memberikan kepastian pelayanan 
dilaksanakan sesuai dengan standar
pelayanan; 
f. evaluasi kinerja pelaksana.



Standar Pengujian Konsekuensi

• Pengujian kosekuansi untuk daftar informasi 
yang dikecualikan oleh Badan Publik

• Pengujian konsekuensi dapat dilakukan 
sebelum adanya Permintaan Informasi Publik, 
pada saat adanya Permintaan Informasi 
Publik 
atau pada saat penyelesaian sengketa 
Informasi Publik atas perintah Majelis 
Komisioner.

• Informasi Publik yang dikecualikan melalui
pengujian konsekuensi ditetapkan dalam 
bentuk
Penetapan tentang Klasifikasi Informasi
Dikecualikan.


